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ABSTRAK

{ Moviendo Martin, Bp. 03 940 191, Pk [ Hokum Perdata Ekonomi, Fakoltas
Hukum Ekstensi, UNAND, halaman )

Pembangunan koperasi sebagal wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan
apar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien, serta menjads
gerakan ekonomi rakyat yang tangpuh dan berakar dalam masyarakat. Koperas
sehagai badan usaha yang makin mandin harus meampa memajokan kesejahitcraan
ckonomi rakyat, vang didukung olch jiwa dan scrmangat yang tinggi dalam
perwujudan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dhasar
MNMeparg Republik Indonesia tahun 1945,

Keberadaan koperasi sebagai badan hukum teluh membewa perubabian-
perubahan ke arah yang lebih maju. Dimana dengan berpedoman kepada Undang-
undang no. 25 tahun 1992, koperasi terus mengembangkan potensinya ke arah
usaha yanp lebih besar, melalui perluassn jaringan usaha koperasi, pemilikan
saham dan keterkaitan dengan usaha nepara dan swasta, Hingga akhimya hakikat
dari pada koperasi  sebagai  wadah perekonomian  untuk  meningkatkan
kessjuhleraan masyarakat dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

Bertitik 1olak dari latar belakang sebagaimana diengkapkan di atas, maka
vang menjadi masalah dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana proses pemberian
status badan hukum koperasi Pegawa Kantor Clubernur Propinsi Sumatera Barat,
(2} Mengapa koperasi harus berbadan hukum, don apa saja manfaat yang
diperoleh koperasi Pegawai Kantor Gubernar Propinsi Sumalera Barmt atas
pengakuan badan hukum tersebut. Sedangkan tujuan penelitian ini bertujuan {1)
Uniuk mengetahui proses pemberian status badan bukum kKoperasi Pegawai
Kantor Gubermur Propinsi Sumatera Barat, (2) Untuk mengefahui mengapa
koperasi harus berbadan hukum. dan apa saja manfaat vang diperoleh koperasi
Pegawai Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Barat atas pengakuan badan hukum
tersebul.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu
pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan masalah koperasi, khususunya koperasi Pegawal Kanfor Gubemur
Propinsi Sumatera Barat dihubungkan dengan Undanp-Undang Nomor 25 tahun
1992 tentang perkoperasian, kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang
terjadi di lapangan,

Dan penelitian vang dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa broses
pemberian status badan hukum koperasi Pegawai Kantor Gubernur Propinsi
Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam  Peraturan
Pemenntah Nomor 4 tahun 1994, Peraturan Pemerintah no 4 tahun 1994 ini
merupakan pelaksanaan penvesuaian terhadap Undang— undang Mo, 25 tahun
1992 tentang perkoperasian, di mana penyesuaian tersebut dilaksanaken untuk
mendapatkan  kepastian hukum  dalam  pelaksansan  pembentukan koperast,
pengesahan akte pendirian dan perubahan anpgaran dasar koperasi,



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Pembagunan nasional adalah rangkaian vpaya pembangupan vang
berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan
negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yvang lercantum
dalam Pembukaan Undang-undang Dasar  MNegara Republik Indonesia Talun
1945, waitu melindungi sepenap bangsa dan seluruh tumpab darah Indonesia,
miemajuekan kesejahteraan umum. mencerdasakan kehidupan bangsa serta ikut
melaksanakan ketertiban dunia vang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial. Pembangunan pada hakekatnya merupakan pembangunan
manusia  Indonesia  seuluhnye  dan  pembangunan  masyarakal  Indonesiz
seluruhnya. Pembangunan dilaksanakan secara merata di seluruh tanah air dan
tidak hanya untuk suatu golongan atau suatu kelompok tedentu saja, tetapl untuk
seluruh masyarakat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial.

Megara Republik Indonesia dalam  sistem  ckonomi dan  budaya
mempunyai ciri tersendin yang lain dari nepara-negara dan bangsa-banpsa di
dunia. Ciri khas tersebut bukan karena diciptakan, tetapi tercipta sendiri dari
kebiasaan yang bailk dari nenck movang kita, dimana diantara suku dan tempat
vang tersebar di Indonesia, Ciri-ciri khas tersebut itu adalah antara lain, bahwa
perckonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluarpaan.

Dari persamaan yang baik telah diambil oleh pendiri Negara Republik

Indonesia, merupakan tumpuan dasar dan sumber dasar yang dituangkan dalam



Pancasila, sebagai landasan dan dasar yang dijadikan pedoman untuk mencapaoi
masyarakat vang dicita-citakan bangsa Indonesia, sehingga dengan demikian
segala perbuatan dan kepiatan selalu didasarkan pada Pancasila.  Tujuan
perekonomian  yang didasarkan pada  Pancasila adalah untuk tcrcapainya
kesejahteraan sosial, hal mara dicantemkan dalam Undang- undang dan peraturan
vung berlaku di Indonesia.

I2i dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 ditegaskan bahwa tajuan Negara adalah :

I, Melindungt segenap bangsa Indonesia dan selumoh tumpah  darab
Indonesia,

2. Memajukan kesejabieraan
3. Mencerdaskan kehidupan hanpsa
4, Tkt melaksanaken ketedthan dunia vang berdasarkan kemerdekaan.

perdamaian abadi dan keadilan sosial

Untuk  mencapar  tujuan Nepara  tersebut  diatas, maka  sebapai
penjabarannya tercanturn dalam Pasal 33 Undang-unda-g Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

1. Perekonomuan disusun sechagai usaha bersama berdasarkan atas asas
kekeluargaan

2. Cabang-cabang produksi vang penting bagi Nepara yang menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negam

3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai aleh

Megara dan diperpunakan untuk kemakmuran rakyat.

¥ dalam penjelasan Pasal 33 Undang-undang Dasar Neparm Republik
Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa dasar demokrasi ekonomi, produksi

dikerjakan oleh semua untuk semua, dibawsh pimpinan ataw penilal anggota-

anpgota masyarakat, Hanva kemakmuran masyarakal yaog lebih diutamakan,



bukan kemakmuran orang seorang. sebab itu perckonomian disusun schagai usaha
bersuma atas asas kekeluargaan dan bentuk ussha yang sesuai denpan Undang-
undang Dasar MNegara Republik Indonesia Tahun 1945 itu adalah Koperasi.

Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar Megara Republik Indonesia
Tahun 1945 mengandung cita-cita bangsa, tujuan membangun asas perckonomian
dan tala cara menyusun perckonomian bangss. Pemerintah bersama wargs
negaranya berkewajiban menjalankan wsaha, melaksanakan ketetapan dalam UUD
1945 agar cita-cita vang lubur dapat dicapai dengan baik dalam waktu vang tidak
terlalu lama.

Penjabaran lebih lanjut dari Pasal 33 avat (1) Undang-undang Dasar
MNegara Republik Indonesia Tahun 1945 vait dalam Undang-Undang Nomor 25
tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam Undang-Undang tersebut pada Pasal 4
dizebutkan funpsi koperasi dan peranannya sebagai berikut:

d. Membangun dan mengembangkan potensi dan "emampuan ekonomi
angpots pada  Kekhususan dan masyarakat pada uwmuomnya  untuk
meningkatkan kesejahteraan ekonomi pada sosialnya,

b. Berperan serta akiif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan
manusia dan masyarakat,

¢, Memperkokoh perckonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan
ketahanan perckonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian
nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan
dan demokrasi ekonomi.

Dalam perckonomian koperasi tersebut haruslah berbadan  hukum.,
sepertl yang dicantumkan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 UU No. 25 Tahun 1992
vang berbunyi:

Pasal 9 yang berbunyi:



boperasi memperoleh status badan hukum seteloh okia pendidannya
disahkan oleh pemenntah.

Pasal 10 vang berbunyi:

1. Untuk mendapatkan pengesahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 9,
para pendiri mengajukan permintaan tertulis diseriai akia pendirian
Kopemsi,

2. Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan,

Y. Pengesahan akta penditian diumuomkan dalam Berita Nepara Republik
Indoncsia.

[isimi sangat jelas sekali bahwa koperasi memegang peranan penting
sckali dalam perkembangan dan pemulihan ekonomi bangsa. Hal ini dengan
berhasilnya koperasi-koperasi dalam  mengatasi masalah  perekonomian yvang
sedang melanda bangsa kita,

Diengan melihat pentingnya peranan koperasi tersebut, maka instansi
pemerintah banyak yang mendirikan koperasi, guna membantu para karvawan
dalam mengatasi masalab ekonomi seperti sekarang ini, salah sstunya adalah
Koperasi Kantor Gubernur Sumatera Barat yang sangat memperlihatkan

peranannya dalam menngkatkan perekonomian.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik membahas masalah ini
dalam bentuk skrpsi vang bejudul: PELAKSANAAN PEMBERIAN STATUS
BADAN HUKUM KOPERASI BERDASARKAN UNDANG — UNDANG
NO.25 TH 1992 TENTANG PERKOPERASIAN (Studi Pada Keperasi Kantor
Gubernur Propinsi Sumatera Barat)

B. Perumusan Masalah



BAB IV

PENUTUP

A, Kesimpulan

Dwar uraian dan penjelasan-penjelasan yang sudah dikemukakan pada hab-bab

terdahulu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ¢

1.

Proses pemberian status badan hukum koperasi Pegawai Kantor Gubernur
Propinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentusn vang diamr dalam
Peraturan Pemenntah Nomor 4 tahun 1994, Peraturan Pemeriniah no 4
tabun 1994 ini merupakan pelaksanaan penyesuvaian terhadap Undang-
undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. di mana penyesuaian
terscbut  dilaksanakan  untuk mendapatkan  kepastian hukum  dalam
pelaksanaan  pembentukan  koperasi, pengesaban akte pendirian dan
perubahan angparan dasar koperasi. Para pendini  atau  kussanya
mengajukan permintaan pengesahan secara terlulis kepada kepala Dinas
Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat bagi pembentukan koperasi
primer dan skunder berskala daerah ataw kepada Mentri koperasi dan
UKM cg Sekretaris Jenderal Dipas Koperasi dan UKM bagi koperasi
primer dan koperasi skunder berskala nasional.

Koperasi harus berbadan hukum karena telah ditetapkan dalam Pasal 1
angka | dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perkoperasian, sehingpa dengan berbadan hukum, diperoleh manfast-

manfaat koperasi sebagai berikut:

al



N

a. Peningkatan daya tawar (hurgaining mower) mercka terhadap pihak
ketiga,

b. Menjamin pemasukan bahan baku,

¢. Memperolch keonlungan vang disehabkan karena bisa beroperasi
secara besar-besaran,

d. Dapat menurunkan biaya transaksi (fransacrion cost) dan dapat
meningkatkan kemampuan bersaing terhadap pihak ketiga, jika
dalam usahanva dapal mengadakan integrasi secars  vertikal
rnaupun horizontal,

Dengar berbadan hukumys suatn koperasi maka ia dapst memberikan
kewnlungan-keantungan sebagai berikut ¢

1. Koperasi dapat membeli atau menjual barang

2. Koperasi dapat menyvewa atau menyewakan

3. Koperasi dapat membuat prrjanjian

4. Koperasi dapat memiliki harta benda

3. Kopersi dapat juga mempunyai hutang.

B. Saran
. Lembaga-lembaga pemerintah yang menpurus perkoperasian, perlu
mendata secara berkala koperasi per koperast yang telah atau vang belum
mempunyal badan hukum, serta menetapkan tingkat keschatan koperasi.

Selanjutnya dalam pemberian status badan hukum pengurusannya tidak

51
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